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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh antara variabel akuntabilitas terhadap kinerja
pemerintah daerah, selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menguji peran variabel
moderasi terhadap pengaruh antara akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah. Penelitian
ini dilakukanterhadap Organiasasi Perangkat Daerah di Kabupaten Karanganyar sebanyak 41
Organisasi Perangkat Daerah, jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif.Sumber data
yang digunakan yaitu data primer. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan
metode purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh
terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengawasan
internal memoderasi pengaruh antara akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah daerah.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Pengendalian Internal, Kinerja, Organisasi Perangkat
Daerah.

Abstract

This study aims to examine the effect of the accountability variable on the performance of local
government, besides that this study also aims to examine the role of the moderating variable on
the effect of accountability and local government performance. This research was conducted on
41 Regional Apparatus Organizations in Karanganyar Regency, the type of data used is
guantitative data. The data source used is primary data. The sampling technique was carried
out using purposive sampling method. The results of the study indicate that accountability has
an effect on the performance of local governments. The results of this study also show that
internal control moderates the effect of accountability on local government performance.

Keywords: Local Government, Internal Control, Performance, Regional Apparatus
Organization.

1. Pendahuluan

Kondisi kinerja pemerintah daerah memiliki arti penting bukan saja bagi masyarakat
selaku pemilik kedaulatan, dan para donator selaku penyumbang dana, tetapi juga penting
bagi Pemerintah Daerah sendiri selaku Eksekutif, terlebih bagi DPRD yang secara
fungsional memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan
fungsi pengawasan (lreeuw, 2019). Berdasarkan berita yang dimuat pada
(suaramerderkasolo.com) pada tahun 2018, Karanganyar menjadi yang tercepat dalam
memperoleh status WTP dari BPK meski sebetulnya belum masanya. Menurut
Juliyatmono, sekarang ini status WTP sudah bukan kebanggan lagi, sehingga perlu
terobosan khusus sehingga Karanganyar mencoba menjadi daerah tercepat untuk dinilai
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BPK dan bisa. Karena itu perlu dicari terobosan WTP plus, untuk semua penghargaan yang
kini sudah menjadi sesuatu yang tidak lagi istimewa.Artinya dia mendorong semua OPD di
daerah, untuk mempercepat laporannya.

Salah satu pengukuran kinerja dapat dilihat dari kinerja keuangannya. Pengelolaan
keuangan diperlukan dalam menentukan kinerja pemerintah. Pengelolaan keuangan daerah
yang berorientasi pada kinerja menunjukan adanya akuntabilitas kinerja yang terdapat
keterkaitan antara sasaran strategis yang ingin dicapai dengan jumlah dana yang
dialokasikan maka dapat diasumsikan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik
mempunyai pengaruh terhadap kinerja satu instansi atau organisasi. Hal tersebut didukung
dengan hasil penelitian Lintong (2017) dan Salle (2018) bahwa pengelolaan keuangan
berpengaruh terhadap kinerja pemerintah. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian Ireeuw
(2019) bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja
pemerintah. Kinerja pemerintah juga dilihat dari akuntabilitas publik. Akuntabilitas
menjadi suatu kebutuhan didalam pengelolaan pemerintah termasuk bidang keuangan.
Dengan adanya penerapan akuntabilitas akan tercipta kinerja instansi yang lebih baik. Hal
tersebut didukung dengan hasil penelitian Novantiati, dkk (2019) yaitu akuntabilitas
berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian
Jitmau, dkk (2018) menyatakan akuntabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap
Kinerja Pemerintah Daerah.

Kinerja yang dicapai oleh pemerintah daerah dalam hal keuangan, tidak lepas dari
peran pengawasan internal. Pengawasan internal digunakan untuk mengontrol kegiatan
secara efektif dan efisien agar kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan suatu pemerintah
maka pengawasan internal berpengaruh pada kinerja pemerintah. Kinerja pemerintah
daerah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau
kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam
strategic planningsuatu organisasi (Mahsun, 2016). Kinerja program berhubungan dengan
tanggungjawab pemerintah atas amanat yang diberikan dari masyakarkat untuk
mewujudkan akuntabilitas publik,hal tersebut karena pemerintah berkewajiban untuk
mengelola program pembangunan dalam rangka menjalankan pemerintahannya.

Salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan adalah akuntanbilitas. Akuntabilitas
merupakan kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan
mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber
daya publik kepada pemberi mandat (Mahmudi, 2015). Akuntabilitas sebagai salah satu
prinsip good corporate governance berkaitan dengan pertanggungjawaban pimpinan atas
keputusan dan hasil yang dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam
pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi.Prinsip akuntabilitas digunakan untuk
menciptakan sistem kontrol yang efektif berdasarkan distribusi kekuasaan pemegang
saham, direksi dan komisaris.

Menurut Mulyadi (2010) pengawasan internal meliputi struktur organisasi, metode
dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek
ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya
kebijakan manajemen. Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang
telah disusun dapat berjalan secara efesien, efektif, dan ekonomis. Dengan adanya
pengawasan yang efektif dan sistematis terhadap pengelolaan keuangan daerah, maka
pelaporan keuangan yang merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah mampu
bersifat transparan untuk memberikan keyakinan bahwa informasi yang disajikan dalam
pelaporan keuangan tersebut sudah benar atau valid (Mahayuni dkk,2017). Menurut
Lintong, dkk (2017), pengawasan iternal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap
kinerja pemerintah daerah. Hasil ini bertentangan dengan penelitian Rosmarini (2016)
bahwa pegawasan intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah.
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Metodologi

Penelitian merupakan jenis penlitian survei dengan mengambil sampel dari satu
populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpul data yang diberikan kepada
OPD di Kabupaten Karanganyar Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Aparatur
Sipil Negara berjumlah 1.523 orang yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Karanganyar vyaitu sebanyak 41 (empat puluh satu) OPD, vyang terdiri dari
dinas/badan/kantor sebanyak 24 (dua puluh empat), kecamatan sebanyak 17 (tujuh belas).
Teknik pengambilan samapel menggunakan teknik purposive sampling. Sampel dalam
penelitian ini adalah bagian keuangan disetiap OPD. Teknik analisis data dimulai dengan
melakukan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi dan uji MRA
(moderating regression analysis).

Hasil dan Pembahasan

Sebelum dilakukan pengujian terhadap hipotesis,maka dilakukan langkah-langkah
sebelum pengujian menggunakan analisis regresi. Instrumen Akuntabilitas (9 butir
pernyataan), Pengawasan Internal (5 butir pernyataan), dan Kinerja permerintah (9 butir
pernyataan) melalui uji Korelasi Pearson menunjukkan semua butir pernyataan valid,
ditunjukkan dengan p (0,000) < 0,05, sedangkan berdasarkan hasil uji reliabilitas
menunjukan bahwa seluruh instrumen variabel akuntabilitas, pengawaasan internal, dan
kinerja pemerintah daerah dinyatakan reliabel ditunjukan dengan nilai Cronbach Alpha >
0,60. Analisis selanjutnya dengan melakukan uji asumsi Klasik. Berdasarkan hasil
pengujian didapatkan hasil bahwa semua instrumen dalam penelitian ini lolos dalam uji
multikolinieritas, autokorelasi, heteroskedastisitas dan normalitas, sehingga semua
instrumen dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian.

Tabel 1. Analisis Regresi

Variabel Coefficient t-test Sig.
(Constant) 11.071 4.099 .000
Akuntabilitas 324 3.395 .001
R? 0,466
Adj.R? 0,454
F-test 37.576 0,000

Pada tabel 1 menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh tergadap kinerja
pemerintah daerah. Pengaruh ini signifikan dan positif, artinya dengan akuntabilitas yang
tinggi dapat berdampak pada meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah,
khususnya pemerintah daerah yang ada di Kabupaten Karanganyar. Namun, Apabila
akuntabiltas yang dicapai rendah maka rendah pula kinerja pemerintah daerah.
Akuntabilitas merupakan suatu wujud pertanggungjawaban atas wewenang dan tugas
diberikan.Pertanggungjawaban tersebut dapat digunakan untuk menilai atau mengevaluasi
kegiatan yang sudah dilakukan sudah sesuai dengan tujuan dan dapat meningkatkan kinerja
pemerintah daerah. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Novatiani (2019) yang
menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah. Dalam
pemerintah daerah, masalah akuntabilitas menjadi suatu kebutuhan untuk mengelola
pemerintah termasuk bidang keuangan. Dengan diterapkannya akuntabilitas akan tercipta
kinerja instansi yang lebih baik. Namun, konsep teori tersebut berbeda dengan penelitian
Jitmau, dkk (2018) yng menyatakan akuntabilitas tidak berpengaruh secara signifikan
terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
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Tabel 2. Moderation Regression Analysis (MRA)

Coefficients®

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients

Model B Std. Error Beta T Sig.

1 (Constant) 69.262 24.935 2.778 .006
Akuntabilitas -.843 .662 -886 -1.273 .205
Pengawasan Internal -2.304 1.091 -1.578 -2.112 .037
Moderasi .063 .029 2573 2.176 .031

a. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Daerah

Pada tabel 2 menyatakan bahwa secara individu variabel akuntabilitas dan
pengawasan internal mempunyai probabilitas 0,205 > 0,05 dan 0,037 < 0,05. Hal ini
berarti variabel akuntabilitas secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap
kinerja pemerintah daerah. Variabel moderasi mempunyai nilai probabilitas 0,031< 0,05.
Hal ini berarti pengawasan internal merupakan variabel moderasi dari pengaruh
akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah daerah.

Menurut Rosmarini (2016) Pengawasan intern merupakan suatu proses yang
dipengaruhi oleh pimpinan, pegawai, dan personil satuan usaha lainnya, yang dirancang
untuk mendapat keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan.Pengelolaan keuangan
adalah pengalokasian atas dana yang diberikan untuk digunakan sesuai kebutuhan dan tepat
sasaran untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan. Maka pengawasan internal
digunakan supaya pihak dalam pengelolaan keuangan bisa tepat sasaran agar tujuan suatu
pemerintah tercapai dan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Menurut Mardiasmo (2009) kewajiban pemegang amanah (agent) untuk
memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan
segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak
pemberi amanah (principle) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta
pertanggung-jawaban  tersebut. Pengawasn internal berpengaruh  dalam
pertanggungjawaban amanah yang diberikan supaya sesuai dengan yang sudah
ditetapkan untuk mencapai suatu tujuan pemerintah agar tidak terjadi kecurangan
dalam melakukan kegiatan.

Kesimpulan dan Saran

Sebagai kesimpulan penelitian ini adalah bahwa kinerja pemerintah merupakan salah
satu indikator untuk menilai keberhasilan dalam pengelolaanya. Terdapat banyak faktor
yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintahan tersebut, terutama kinerja pemerintah dari
aspek keuangannya. Hasil analisis menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki dampak
untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Apabila aparatur memiliki
akuntabilitas yang baik, maka berdampak positif terhadap kinerja pemerintah dari aspek
keuangan. Namun, pengaruh ini akan lebih baik apabila disukung dengan pengawasan
internal yang dilakukan dapat optimal.

Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah, perlunya bagi eksekutif untuk
memperhatikan pada para aparaturnya untuk senantiasa ditingkatkan. Selain itu, masalah
pengawasan internal juga menjadi perhatian untuk menjaga kinerja keuangan pemerintah
yang lebih baik. Sedangkan saran untuk penelitian selanjutnya perlu memperhatikan aspek
lain untuk dianalisis lebih lanjut mengenai variabel yang digunakan untuk menganalisis
kinerja pemerintah daerah yang lainnya.
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